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Yusri, S.H., M.H
Dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, jo Pasal 111 Undang-Undang
Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, jo Pasal 67 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Mengatur bahwa Hak
konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Indonesia sebagai negara
hukum mengharuskan semua pihak apabila melakukan tindakan harus berlandasan pada hukum. Tindakan pelaku usaha dalam
mengedarkan kopi yang mengandung bahan kimia obat berbahaya dapat membahayakan kesehatan konsumen yang mengkonsumsi
dan dapat dikatan bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen terkait peredaran produk kopi ilegal yang
mengandung bahan kimia obat berbahaya di Kota Lhokseumawe, tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat
mengkonsumsi kopi yang mengandung bahan kimia obat berbahaya serta upaya instansi terhadap peredaran produk kopi ilegal yang
mengandung bahan kimia obat berbahaya.
Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis empiris. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan
penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, teks dan peraturan perundang-undangan.
Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia belum memberikan perlindungan hukum sepenuhnya
kepada konsumen karena masih beredarnya produk kopi ilegal yang mengandung BKO berbahaya. Tanggung jawab pelaku usaha
dalam kasus peredaran produk kopi Sakao 39 yang mengandung BKO yaitu dengan melakukan penarikan produk tersebut dari
peredaran masyarakat, belum ada tuntutan ganti rugi dari konsumen disebabkan tidak adanya pengaduan dan gugatan dari
konsumen kepada pelaku usaha. Upaya instansi terkait terhadap peredaran produk kopi Sakao 39 yaitu dengan melakukan
pengawasan, pemeriksaan laboratorium, pembinaan, pemberian sanksi, dan pendidikan konsumen.
Disarankan agar terciptanya rasa aman dalam mengkonsumsi produk pangan, maka pelaku usaha harus memiliki itikad yang baik
dalam memasarkan produknya. Diharapkan kepada konsumen lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi suatu produk serta instansi
terkait harus lebih meningkatkan pengawasan agar tidak ada lagi pelaku usaha yang mengedarkan produk yang tidak layak edar.
